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UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan
hak eksklusit yvang terdin atas hak moral dan hak ekonom.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26
Ketentwan sebagmmana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan
Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

Penggunaan Kutipan singkat Ciplaan dan/atau produk Hak
Terkail untuk pelaporan peristiwa akiual vang ditujukan hanya
untuk keperluan penyediaan informasi aktual;

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan:

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang
telah dilakukan Pengumuman sebagal bahan ajar; dan

Penggunaan untuk kepentungan pendidikan dan pengembangan
ilmu pengetahuan vang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau
produk  Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin  Pelaku
Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak
ckonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hurof 1
untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa 1zin Pencipta
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonom
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hurf c,
huruf d, huruf [, dan/ataun hurul b untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
lahun dan/atan pidana denda paling banyak RpS00.000.000. 04
{lima ratus juta rupiah).
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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan
karunia terselesatkan buku ajar/daras dari sdr. Mar’ie
Maahfudz Harahap. Buku ini disajikan dalam lima bab terkait
pembelajaran hukum pidana tingkat lanjut dimana dapat kita
kenali dari judul buku penulis, yakni Hukum Pidana II.

Menarik melihat penyajian dalam buku inmi mengkaji
hukum pidana dengan cara membandingkan pandangan-
pandangan ahli agar memperkuat pemahaman pembaca dengan
saya bahasa-bahasa yang lugas dan mudah dipahami.

Semoga ada manfaatnya dalam menambah berbagi
refereensi lainnya vang berkaitan dengan hukum pidana.

Medan, 10 Jum 2022

Arifuddin Muda Harahap
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BABI
PERCOBAAN (POGING)

A. Pengertian Delik Percobaan

Dalam prinsipnya segala tindakan tentunya memiliki
suatu proses dalam pelaksanaannya, baik proses tersebut
berjalan lambat maupun cepat. Begitu juga dengan tindak
pidana tentunya terdapat sebuah proses sehingga sebuah
kejahatan terlaksana, dalam suatu tindak kejahatan pidana
juga terdapat suatu titik dimana Tindakan tersebut sudah
sangat membahayakan dan merugikan walaupun dalam
prosesnya delik tersebut tidak selesai atau terlaksana
secara keseluruhan, dan juga tentunya hukuman untuk
pelaku pidana tidak hanya diterapkan ketika sebuah
tindak kejahatan pidana telah terlaksana secara
keseluruhan. Maka dan itu pentinglah sebuah peraturan
yang turut mengatur mengenai percobaan pidana.

Percobaan dalam Bahasa belanda disebut dengan poging
yang mana menurut doktrin adalah sebuah tindak
kejahatan yang sudah dimulai, tetapi belum selesai atau
belum sempurna. KUHP tentu juga telah merumuskan
hukuman untuk tindak pidana yang masih merupakan
permulaan agar dapat dihindari korban dari Tindakan
tersebut.
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MNamun tentu saja tidak semua permulaan dari sebuah
tindak pidana dapat dijatuhi hukuman. Sesuai dengan
pasal 51 KUHP wvang berbunvi : “Percobaan untuk
melakukan pelanggaran tidak dipidana™ dapat dipahami
bahwa suatu percobaan dapat dijatuhi pidana apabila
Tindakan tersebut merupakan tindak kejahatan dan bukan
pelanggaran.

Delik percobaan bukan merupakan tindak kejahatan yang
telah ada sejak zaman dahulu kala. Hal im1 dikarenakan
pola pikir manusia primitif yang masih sederhana dimana
mereka hanya dapat memproses sesuatu tindak kejahatan
apabila Tindakan tersebut telah jelas memberikan
kerugian terhadap mereka, yang mana kepala-kepala suku
vang kala itu bertanggunng jawab sebagai perangkat
hukum akan memberikan hukuman kepada pelaku.

Suatu pidana semata mata hanya didasari oleh Tindakan
nyata dari pelaku itu sendiri dan tidak disertai dengan niat
(dader) dari pelaku untuk melakukan suatu Tindakan yang
tercela, misalnya seseorang yang berniat membunuh
namun gagal dan menyebabkan si korban mengalami luka
berat, maka hukum yang dijatuhi untuk si pelaku bukan
merupakan tindak pidana percobaan pembunuhan
melainkan penganiayaan dikarenakan seperti yang
dibahas sebelumnya bahwa masyarakat primitif belum
mengenal delhik percobaan dan hanya mengacu pada
Tindakan nyata dari suatu tindak pidana.

Sama halnya di Indonesia, hukum pidana adat yang ada di
seluruh Indonesia juga tidak mengenal adanya delik
percobaan. Adapun hal ini disebabkan pola pikir dari
masyarakat Indonesia yang bersifat konkret. Sejalan
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dengan pernyataan ini, Mr. karni dalam bukunya yang
berjudul ringkasan hukum pidana juga menguraikan
bahwa putusan hukum adat di Palembang sebelum perang
dunia II juga tidak mengenal adanya pranata hukum
percobaan.

Tidak hanya di Indonesia bangsa romawi lama sendiri
juga tidak mengenal adanya delik percobaan. Adapun
lahirnya konsep pranata percobaan dalam hukum pidana
menurut Hazewinkel-Suringa dan Remmelink adalah
dipengaruhi oleh etika bangsa Yunani, yang bukan hanya
menitik beratkan suatu tindak pidana dari hasil perbuatan,
namun juga dari kehendak manusia itu sendiri. Namun
terlepas dari hal tersebut dalam praktiknya seseorang
dapat diancam dengan pranata percobaan apabila ia telah
terbukti melakukan suatu tindak pidana berat seperti
crimen majestatis (hoogveraad ;pengkhianatan berat),
struprum, dan parricidium. Namun pada masa tersebut
juga belum dikenal pengertian dari tindak pidana
percobaan secara umum. Sama seperti bangsa romawi
bangsa jerman juga pada mulanya tidak mengenal pranata
hukum percobaan, delik percobaan sendiri baru dikenal
pada zaman Frankis yang mana pada saat itu diatur hukum
untuk  percobaan melakukan  kejahatan  sepert
mengganggu kedamalan umum.

Adapun percobaan vang diatur secara umum sendiri
barulah tersusun berkat pengaruh dari sarjana-sarjana
hukum italia pada abad pertengahan. Para pakar hukum
mulai membagi dan mengadakan pembedaan conatus
remotes, propinguus, Proximus, dan pembebasan dari
pidana terhadap worang vang dengan sukarela
mengundurkan diri dar1 suatu perwujudan Kejahatan.
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Pranata hukum percobaan sendiri lambat laun mulai
dimasukkan kedalam undang-undang pidana oleh banyak
bangsa.

Meskipun mulai dimasukkan ke dalam undang-undang
pidana oleh banyak negara, terdapat perbedaan dalam
pengaplikasiannya ada undang undang pidana wyang
menyamakan tindak pidana percobaan dengan mereka
yvang menyelesaiklna delik, ada undang-undang yang
meringankan hukuman untuk mereka yang hanya
melakukan percobaan daripada hukuman bagi mereka
yang menyelesaikan delik. Ada undang undang sebuah
negara yang mengancam pidana semua jenis tindak
kejahatan dan adapula yang hanya mengancam tindak
pidana percobaan yang terbukti melakukan tindak pidana
berat.

Tidak  dapat dipidananya  pelaku  pelanggaran
(overtreding) menurut artikel 46 Ned. Wvs atau pasal 54
KUHP sebab pada umumnya pelanggaran yang diatur
dalam buku TIT KIUTHP dipandang sebagai suatu perbuatan
yang bersifat ringan. Adapun pelanggaran sendiri
dimasukkan sebagai delik sebagai pertimbangan karena
kebutuhan untuk menjaga dan juga mengatur ketertiban
umum. Maka dengan kata lain dengan pertimbangan
utiliteit atau kegunaan dan kemanfaatan dan bukan
berdasarkan perasaan hukum (rechtgovoel).! Perbedaan
lainnya tentang pelanggaran dan kejahatan adalah
bahwasanya pada umumnya pelanggaran merupakan

! Hazewinkel Suringa, Inleiding Tot De Studie Van Heet Nederlandye

Strafrecht (H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V.: Harleem, 1953), hlm
342.
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sebuah delik undang-undang, sedangkan kejahatan sendiri
merupakan delik hukum. Pembagian delik hukum dan
delik undang-undang im sendiri diuraikan oleh Memoire
van Toelichting (MvtT). Delik hukum adalah peristiwa
yang mana oleh hukum diancam dengan pidana
(walaupun belum diatur oleh undang-undang). Sedangkan
delik undang-undang barulah diancam dengan pidana
apabila Tindakan tersebut telah diatur dalam undang-
undang. Dan juga pada umumnya sebuah tindak kejahatan
memang secara luas dianggap oleh masyarakat sebagai
sebuah Tindakan yang tercela walaupun tidak adanya
hukum mengenai hal tersebut secara resmi, sedangkan
pelanggaran sendiri tidak memiliki sifat tercela dalam
perbuatan tersebut, Tindakan itu dianggap tercela
dikarenakan undang-undanglah vang mencela Tindakan
tersebut. Yang umumnya diatur sebagai usaha untuk
mewujudkan sebuah ketertiban dan keteraturan.

B. Alasan Mengancam Pidana Pembuat Percobaan
Kejahatan

Didalam Memorie Van Toelichting (MVT), telah
diterjemahkan bahwa: “Pembuat percobaan diancam
pidana untuk memberantas kejahatan, yaitu kesengajaan
pembuat yang membahayakan, sehingga itu tampak
objektif untuk melakukan kejahatan.™

Seseorang dapat dipidana sebagai pembuat percobaan
pada hakikatnya berdasarkan kejahatannya baik Subjektf
maupun Objektif. Karena kejahatan itu membahayakan
kepentingan hukum dan harus dilindungi, yang secara
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objektif telah menghasilkan permulaan melakukan
kejahatan tertentu.

Dua pandangan menurut rumusan MVT yaitu :

1. Subjektif,yang menitikberatkan INTENTIE atau
kehendak pembuat percobaan.

2. Objektif,yang lebih mementingkan efek yang
membahayakan pembuatan pelaksanaan.

Kaidah darn hukum percobaan ialah sebagai upaya
prevensi terjadinya perbuatan tercela yang merugikan
masyarakat yang sebelumnya belum dinyatakan delik.

Menurut Utrecht: “Dalam ketentraman individu terhadap
niat jahat beberapa diantara sesama individu, hukum
pidana positif ndak mengambil resiko, terkecuah dalam
hal beberapa kejahatan, vang tercantum dalam pasal 182
djb (Perang Tanding Tweegenvecht), pasal 184 ayat 5,302
(penganiayaan hewan), ayat 4, dan 352 djb
(penganiayaan). Pasal 351 ayat 4 dan 352 ayat 2 KUHP.
Dengan menjatuhkan suvatu pidana tidak menunggu
sampal terjadinya akibat kejahatan yang sedang dilakukan
(khusus dalam hal delik materil). KUHP telah
menjatuhkan pidana atas perbuatan dan mat yang jahat.”

Menurut KUHP, hanya dengan niat saja bisa dipidana
apalagi jika sudah melaksanakannya.

Menurut A.Z. Abidin, Seseorang yang memiliki kejiwaan
(psychology zwang),Yaitu ancaman kejiwaan terhadap
para pembuat delik percobaan, agar tidak mengulangi
perbuatannya setelah menjalani hukuman pidana dan
menakut-nakutinya agar (idak melawan hukum. Tujuan
dart pemidanaan ini adalah tindakan pembalasan dan
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mendidik. Namun hakim di Indonesia menjatuhkan
hukuman yang ringan terhadap delik yang merugikan
perorangan dan tidak menjerakan penjahat ulung.

C. Apakah Percobaan Merupakan
Tatbestandausdehnungsgrund atau
Strafausdehnungsgrund?

Tatbestandausdehnungsgrund merupakan sebuah dasar
yvang memperluas rumusan delik, yang mana percobaan
sendiri juga dipandang sebagai delik berdini sendir
disamping dar delik pokok. Moeljatno juga mengatakan
bahwa delik percobaan juga merupakan delik selesai atau
berdiri sendiri.” Contohnya ialah apabila seseorang
mencoba untuk mencuri barang seseorang maka menurut

pasal 362 KUHP jo. Pasal 56 KUHP merupakan suatu
tindak pencurian dan merupakaan percobaan pencurian.

Selain 1tu KUHP negara jepang juga menganut paham
bahwa  delik  percobaan sendiri merupakan
Tathesiandausdehnungsgrundyang mana hal ini dapat
kita simpulkan melalui bunyi dar pasal 44 yvang mana
bunyinya adalah :

“percobaan dapat dipidana hanva apabila ditentukan
secara khusus demikian di dalam tahap-tahap pasal yang
bersangkutan.™

Sedangkan Strafausdehnungsgrund adalah perluasan
pertanggungjawaban pidana, artinya adalah apabila akibat

*Mocljatno, Delik-delik Percobaan Delik-Delik Penvertaan, (Jakarta:
Bina Aksara, 1985), hlm 1-2.
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yang dilarang telah timbul, ketentuan dan strict liability
memperluas pertanggungjawaban pidana atas hal
tersebut, terhadap siapapun yang ditentukan, tanpa
memperhatikan lebih jauh apakah ada kaitan yang wajar
antara akibat yang dimaksud dengan perbuatan ataupun
aktivitas yang bersangkutan.

Adapun jika dilihat pada umumnya di belanda, para
sarjana  hukum (pidana) sendini memandang dan
berpendapat bahwasanya percobaan (poging) untuk
melakukan kejahatan atau tindak pidana merupakan
sehagai Strafausdehnungsgrund, vyaitu perluasan dari
jumlah orang yang dapat dikenakan pidana karena
disamping pembuat delik selesai, juga pembuat yang
hanya mencoba untuk melakukan kejahatan dapat
dipertanggung jawabkan.

Dapat dipidanya suatu percobaan dikarenakan para
pembuat undang-undang, disamping mengadakan atau
membuat suatu  sanksi untuk para pelaku  yang
mewujudkan keseluruhan isi delik (de delicisinhound)
kaadang kadang juga mengadakan pula sanksi terhadap
oramg-oramg atau pelaku yang hanya mengadakan
Sebagian dari rumusan delik tersebut. Menurut
kesimpulan dari Hazewinked -Suringa percobaan
bukanlah merupakan delik vang berdin sendiri, tetapi
percobaan merupakan suatu bentuk darinya yang bentuk
akhirnya tidak berwujud.

Namun menurut A.Z Abidin pendapat dari Hazewinked-
Suringa merupakan ebuah pendapat yang tidak konsisten,
yang mana adalah menyatakan percobaan merupakan
salah satu dari bentuk delik (/delicisvorm), pernyataannya
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dengan judul dari bab 1,4 dan bukunya saling
bertentangan.

Van Hattum sendiri juga memeiliki pendapat bahwa
percobaan  bukanlah  Tatbestandausdehnungsgrund,
karena artikel 45 wvs sama dengan ketentuan penyertaan
(deelneming), vyang mana hal tersebut hanyalah
merupakan Strafausdehnungsgrund, yaitu sebuah tindak
pidana yang ditentukan di dalam rumusan delik, juga
dapat dijatuhkan pula kepada pembuat (dader) yang tidak
berhasil dalam  usahanya untuk menyelesaikan
perwujudan delik.’

AZ. Abidin juga menyutujui pendapat dari moeljatno,
bahwa sebuah percobaan juga merupakan sebuah delik
yag berdiri sendiri, di samping daripada delik selesai,
karena menurutnya bagaimana bisa seseorang dapat
dijatuhi pidana apabila 1a tidak terlebih dahulu terbukti
telah mewujudkan sebuah delik 7 maka dar itu sangat
tepatlah pendapat dari Enschede dan Heijder yang
mengatakan sebagai berikut :

“Ook strafbare poging is een strafbaar feit, en zonder
gedraging is er immers geen delict”

(juga percobaan yang dapat dipidana adalah suatu

peristiwa pidana, dan tanpa suatu kelakuan tidak mungkin
ada delik)

# Van Hatttum, Hand-an Leerboek I, (AposGravenhage: Martinus
Nijhoff, 1954), hlm 477
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Pakar lain vang berpendapat seperti Enschede dan Heijder
adalah jonkers, yang mana ia menyatakan sebagai berikut

“het karaktrestieke het strafbare feit verschil tusschen het
voltooide delict en poging to misdriif is, dat misdriif bij
poging in wording is, doch dog niet voltooid, wordt
coodoende door het leestruk der poging uitgerbreid”

(perbedaan yang Kkarakterisuk dan khas antara delik
selesai dengan percobaan untuk melakukan kejahatan,
ialah bahwa kejahatan percobaan masih dalam proses
mewujud yang belum selesai. Dengan ajaran tentang
percobaan, peristiwa pidana diperlebar atau diperluas.
Adapun dari beberapa uraian dan pendapat dari berbagai
ahli hukum pidana mengenai hal ini, menurut refrensi
yang kami pakai bahwasanya sang penulis sendiri
menafsirkan perkataan jonkers bahwasanya ketentuan
tentang sebuah percobaan memperbanyak jumlah delik
karena disamping selesainya suatu dehik terdapat juga
delik percobaan.

D. Bentuk-Bentuk Percobaan
Ada 3 bentuk percobaan yaitu :

1. Percobaan Selesa

Percobaan Selesail artinya perbuatan untuk melakukan
percobaan itu sudah dilakukan hingga selesai.

Contoh: Seseorang menembak seorang musuh, tapi peluru
yang ditembakkannya tidak mengenai sasaran (korban).
Perbuatan menembak tersebut adalah percobaan selesai.
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2. Percobaan Terhalang (Geschorte poging)

Percobaan terhalang adalah perbuatan yang lebih jauh
dari delik selesal, namun termasuk delik percobaan.

Contoh: Seseorang mengarahkan senjatanya untuk
membidik sasaran (korban), akan tetapi sebelum menarik
pelatuk, tiba-tiba tangannya dipukul orang lain sehingga
senjatanya itu terjatuh.

3. Percobaan  Berkualifikasi  (Gequalificeerde
Poging)

Conloh: Seseorang bernial untuk membunuh orang lain,
untuk melaksanakan niat tersebut, Ta menikam korban
dengan pisau, schingga tangan korban menjadi terluka.

Hazewinkel-Suringa hanya menyebut dua bentuk
percobaan, yaitu delit mangue dan tentative.

1. Delit manque atau Beendigter Versuch ataupun
voltooide poging, percobaan selesai oleh
Hazewinkel-5uringa diberikan contoh kasus
sebagai berikut: ““Terdakwa telah meracuni
istrinya dengan maksud untuk menghilangkan
nyawanya. Dengan menuangkan racun ke dalam
makanan/minuman 1strinya, 1a telah melakukan
segala perbuatan untuk mencapal niatnya yaitu
pembunuhan berencana. Akan tetapi, istrinya
kebetulan mempunyai daya tahan tubuh yang luar
biasa. Walaupun terdakwa telah melakukan
perbuatan kriminal secara sempurna, efeknya
tertinggal ™~
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2. Tentative atau unbeendigter versuch, percobaan
yvang tidak selesai yang diberikannya. Contoh
ialah kasus yang diadili Hoge Raad pada tanggal
24 Februari 1984 ( N.J. 1984, 275): Terdakwa
berupaya untuk membunuh istrinya dengan
menikamnya dengan pisau beberapa kali, tetapi
sebelum mengenai sasaran tubuh yang dapat
mematikan, seorang  tetangganya  datang
menghalangi  sehingga  perbuatan  terakhir
terhalang1.”

Ada delik - delik yang percobaan terhadapnya sudah
digambarkan, yaitu delik yang memerlukan waktu untuk
mewujudkannya, yaitu antara permulaan pelaksanaannya
dan penyelesaiannya memerlukan dilakukannya beberapa
perbuatan.  Misalnya,  pencurian  dengan  jalan
membongkar atau memecah. Perbuatan melawan hukum
dimulai dengan membongkar ataupun memecahkan pintu
atau jendela dan berakhir dengan pengambilan barang
orang lain. Kalau ia sudah membongkar pintu, tetapi
belum sempat mengambil barang karena pemilik rumah
berteriak, sudah terjadi percobaan.”

E. Unsur-Unsur Percobaan

Berdasarkan rumusan pasal 53 ayat (1) disimpulkan
unsur-unsur tindakan yang disebut sebagai percobaan,
yaifu

1. Adanya Niat

% Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2017), him 276.
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menulis

Buku Hukum Pidana Il ini berisi materi-materi hukum pidana lanjutan yang
membahas dan menelaah pembahasan hukum pidana perbab nya. Untuk Bab |
membahas masalah percobaan melakukan tindak pidana dalam pasal 53 KUHPR,
Percobaan akan diulas secara mendalam dari tiap unsur masing-masing, mulai
dar niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perbuatan pidana. Bab
ke Il membahas mengenai permasalahan Pidana (Hukuman) dalam Pasal 10
KUHP, dalam KUHP pidana dibagi atas Pidana Pokok dan Pidana tambahan.
selanjutnya Bab Ill akan menyajikan pembahasan terkait Kesengajaan dan
Kelalaian, sengaja dan lalai adalah ranah pembahasan dari unsur kesalahan
(Mens Rea) yang akan diulas secara detail. Sementara Bab IV membahas
mengenai Alasan Gugurnya Penuntutan, baik itu disebabkan daluarsa, pelaku
meninggal dunia, ne bis in idem, dan lain sebagainya. Terakhir Bab V mengulas
mengenai turut serta melakukan tindak pidana (deelneming) pada Pasal 55
KUHP, dimana akan dilihat pembagian dan perbedaan Antara pelaku (pleger),
menyuruh melakukan (doenpleger), turut serta melakukan (madepleger),
penganjur (uitloker), dan yang membantu (madeplichtige).
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